
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan 

Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Bekasi dapat menyelesaikan 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029, 

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan 

dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan 

Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 

Tahun 2025 - 2029.  

 

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem 

Perencanaan PembangunanNasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga 

(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya 

disesuaikan denganalokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bekasi. 

 

 Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung 

Tahun 2025 - 2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelaksana 

kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan yang berada di Kotamadya Bekasi.  

 

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami 

menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya 

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan 

Pengadilan Negeri  Bekasi, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam 

Kata Pengantar 



 

 

mendukung visi Pengadilan Negeri  Bekasi yaitu Mendukung Terwujudnya 

Pengadilan Negeri  Bekasi yang Agung. 
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BAB  I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. KONDISI UMUM  

 

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil 

utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan  adalah pelayanan publik yang 

baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih 

belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri  Bekasi  wajib 

untuk: (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) 

menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada 

beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri 

Bekasi, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu 

dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan 

pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi 

Pelayanan Publik 

 

 

1.2.  POTENSI DAN PERMASALAHAN 

 

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bekasi dapat dikelompokkan 

menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi 

secara keseluruhan. 

 

 

 

 



 

 

1.  Lingkungan Internal 

 

a. Kekuatan 

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan 

kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bekasi, baik dari aspek kelembagaan, 

perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia. 

2) Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bekasi. 

3) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bekasi dan seluruh Pegawai  

dilingkungan Pengadilan Negeri Bekasi. 

 

b. Kelemahan 

1) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang 

efektif dalam melakukan program kerja. 

2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih 

terbatas. 

3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi. 

 

2.  Lingkungan Eksternal 

a. Peluang 

1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung 

dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungann Pengadilan Negeri  

Bekasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang 

Hukum. 

2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan 

Pengadilan Negeri Bekasi dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas 

pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Bekasi di bidang Pelayanan 

peradilan. 

3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk  

melakukan reformasi dan memberantas KKN. 

4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, 

pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan karakter.. 

b. Ancaman 

1)   Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan. 

2)   Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras). 



 

 

 

3. Faktor Kunci Keberhasilan 

 Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi 

akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya 

peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri  Bekasi 

Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Bekasi. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi 

prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah: 

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Bekasi. 

b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif. 

c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan   Negeri 

Bekasi. 

d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan 

Negeri Bekasi. 

 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang 

memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci 

keberhasilan sebagai berikut: 

a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas 

yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang 

saling terkait. 

b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan 

Negeri Bekasi agar menjadi profesional. 

c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.  



 

 

 

BAB II 

VISI , MISI ,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

I    VISI  dan MISI 

 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Tahun 2025 - 2029 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan 

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus diselaraskan 

denga arah kebijakan dan program Pengadilan Negeri Bekasi yang disesuaikan dengan 

rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta 

tujuan organisasi pada tahun 2025 - 2029 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. 

Visi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus mengacu pada Visi Mahkamah 

Agung RI adalah sebagai berikut: 

 

  “ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BEKASI KELAS 1A KHUSUS YANG 

AGUNG ” 

 

 

 



 

 

Penjelasan:  

1. Pengadilan Negeri Bekasi menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan 

peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di 

Kotamadya Bekasi. 

2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, 

keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat. 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi 

 

II. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS 

 
Tujuan  adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan 

pernyataan  visi dan misi Pengadilan Negeri  Bekasi.Tujuan yang hendak dicapai oleh 

Pengadilan Negeri  Bekasi adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan 

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan 

3. Meningkatkan kepastian hukum 
 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 

sampai dengan tahun 2029 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri  

Bekasi adalah sebagai berikut : 

(1)  Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, reponsif dan modern; 

(2)  Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;  

(3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional; 



 

 

Tabel 1.  

Tujuan Sasaran dan Indikator Pengadilan Negeri  Bekasi 

  
PENGADILAN NEGERI BEKASI 

 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN NEGERI BEKASI TAHUN 2026 

 

 

NO 

 

SASARAN 

KINERJA 

 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

PENJELASAN/FORMULASI 

PERHITUNGAN 

 

PENANGGUNG 

JAWAB 

 

SUMBER 

DATA 

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan 

Berkeadilan 

1 Terwujudnya 

peradilan 

yang efektif 

transparan, 

akuntabel, 

reponsif dan 

modern 

a.  Persentase 

penyelesaian perkara 

secara tepat waktu 

Jumlah perkara yang di selesaikan tepat waktu   

x 100 % 

         Jumlah perkara yang di selesaikan 

 

Catatan :  

• Perhitungan penyelesaian perkara 

tingkat pertama secara tepat waktu 

yaitu penyelesaian perkara sejak 

mendapatkan nomor register hingga 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

perkara di minutasi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

• Untuk perkara yang proses 

pemanggilannya telah ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan seperti 

panggilan tergugat melalui media massa 

dan berkedudukan di luar negeri tidak 

termasuk dalam perhitungan indikator 

ini. 

• Jumlah perkara yang diselesaikan 

dengan perkara yang harus diselesaikan 

(sisa awal tahun dan perkara yang 

masuk). 

• Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah 

Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan 

Ditambah Sisa Perkara Tahun 

Sebelumnya. 

Catatan :  

• SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 



 

 

2014 tentang Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan 

Peradilan. 

• Peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan terkait yang mengatur batas 

waktu penyelesaian perkara. 

 b.  Persentase 

penyediaan/pengiriman 

salinan putusan tepat 

waktu oleh pengadilan 

tingkat pertama kepada 

para pihak 

   Jumlah Salinan putusan yang 

tersedia/dikirimkan   x 100 % 

           kepada para pihak secara tepat waktu           

                 Jumlah Perkara yang diputus 

 

 

 

Catatan :  

1. SK Untuk perkara perdata sebagai 

pengadilan tingkat pertama, kinerja 

dihitung sejak putusan diucapkan 

sampai dengan tersedianya salinan 

putusan pada SIP (Sistem Informasi 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

Pengadilan). Pada perkara konvensional 

dikurangi tenggang waktu penyelesaian 

putusan 14 hari kerja untuk perkara 

pidana 7 hari. 

2. Kinerja pengiriman salinan putusan 

untuk perkara pidana sebagai 

pengadilan tingkat pertama yang 

dilakukan secara 

konvensional/elektronik/surat tercatat 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Kinerja pengiriman salinan putusan 

melalui jurusita dihitung sejak 

putusan diucapkan sampai dengan 

Salinan putusan diterima oleh para 

pihak;  

b. Kinerja pengiriman salinan putusan 

dengan metode pengiriman 

elektronik dihitung pada hari dan 

tanggal yang sama dengan 

pengucapan putusan;  



 

 

c. Kinerja pengiriman salinan putusan 

melalui surat tercatat/pihak ketiga 

dihitung sejak putusan diucapkan 

sampai dengan salinan putusan 

disampaikan kepada para pihak. 

 c.  Persentase pengiriman 

pemberitahuan 

petikan/amar putusan 

Tingkat banding, kasasi 

dan PK secara tepat 

waktu oleh pengadilan 

pengaju kepada para 

pihak 

Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan 

tingkat       x 100 % 

 banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para 

pihak 

                              secara tepat waktu 

Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan 

PK 

                  yang diterima pengadilan pengaju 

Catatan : 

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan 

perkara perdata secara 

konvensional/elektronik/surat tercatat 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kinerja pemberitahuan isi putusan 

melalui jurusita dihitung sejak 

pemberitahuan isi putusan diterima 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

pengadilan pengaju sampai diterima 

oleh para pihak; 

b. Kinerja pemberitahuan isi putusan 

dengan metode pengiriman 

elektronik dihitung sejak 

pemberitahuan isi putusan diterima 

pengadilan pengaju sampai 

dikirimkan melalui domisili elektronik 

para pihak;  

c. Kinerja pemberitahuan isi putusan 

melalui surat tercatat/pihak ketiga 

dihitung sejak pemberitahuan isi 

putusan diterima pengadilan 

pengaju sampai disampaikan kepada 

para pihak. 

2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan 

perkara pidana, secara 

konvensional/elektronik/surat tercatat 

dengan penjelasan sebagai berikut: 



 

 

a. Kinerja pengiriman petikan isi 

putusan melalui jurusita dihitung 

sejak petikan isi putusan diterima 

pengadilan pengaju sampai diterima 

oleh para pihak;  

b. Kinerja pengiriman petikan isi 

putusan dengan metode pengiriman 

elektronik dihitung sejak petikan isi 

putusan diterima pengadilan 

pengaju sampai dikirimkan melalui 

domisili elektronik para pihak;  

c. Kinerja pengiriman petikan isi 

putusan melalui surat tercatat/pihak 

ketiga dihitung sejak petikan isi 

putusan diterima pengadilan 

pengaju sampai disampaikan kepada 

para pihak. (dikecualikan untuk 

penyampaian petikan/isi putusan 

Banding, Kasasi dan PK untuk para 

pihak yang berada di luar negeri 



 

 

melalui prosedur rogatori. Para pihak 

termasuk Penuntut Umum, 

Terdakwa dan Terpidana (dikurangi 

dengan waktu toleransi pengiriman). 

d.  Persentase pengiriman 

salinan putusan 

perkara pidana tingkat 

banding, kasasi dan PK 

tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju 

kepada para pihak  

Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para 

pihak      x 100% 

                             secara tepat waktu 

    Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang  

                      diterima pengadilan pengaju 

Catatan : 

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara 

pidana secara konvensional/elektronik/surat 

tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita 

dihitung sejak salinan putusan diterima 

pengadilan pengaju sampai diterima 

oleh para pihak;  

b. Kinerja salinan putusan dengan metode 

pengiriman elektronik dihitung sejak 

salinan putusan diterima pengadilan 

Panitera  Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

pengaju sampai dikirimkan melalui 

domisili elektronik para pihak;  

c. Kinerja salinan putusan melalui surat 

tercatat/pihak ketiga dihitung sejak 

salinan putusan diterima pengadilan 

pengaju sampai disampaikan kepada 

para pihak.  

d. Para pihak temasuk penuntut umum, 

terdakwa dan terpidana. 

e.  Persentase putusan 

pengadilan yang 

diunggah pada direktori 

putusan 

Jumlah putusan yang diunggah pada direktori 

putusan x 100% 

         Jumlah putusan yang telah diminutasi 

 

Catatan :  

Indikator ini bertujuan untuk mengukur 

kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk 

melakukan unggah putusan pada direktori 

putusan paling lambat pada saat perkara 

diminutasi. 

 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

Dasar Hukum : 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang 

Standar Pelayanan Informasi Publik di 

Pengadilan. 

f.  Persentase 

penyelesaian 

permohonan eksekusi 

putusan perdata 

     Jumlah permohonan eksekusi putusan 

perdata        x 100% 

                         yang diselesaikan 

 Jumlah putusan perdata yang dimohonkan 

eksekusi 

 

Catatan :  

Permohonan eksekusi yang diselesaikan 

meliputi : 

a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; 

b. Dicabut; dan 

c. Dicoret dari register termasuk non 

executable 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

  g.  Persentase perkara 

yang berhasil 

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui        x 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 



 

 

diselesaikan melalui 

pendekatan keadilan 

restoratif 

             pendekatan keadilan restoratif 

 Jumlah perkara yang memenuhi kriteria 

penerapan 

             pendekatan keadilan restoratif 

 

Catatan : 

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan 

restoratif dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Tindak pidana yang dilakukan 

merupakan tindak pidana ringan 

atau kerugian Korban bernilai tidak 

lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta 

lima ratus ribu rupiah) atau tidak 

lebih dari upah minimum provinsi 

setempat; 

b. Tindak pidana merupakan delik 

aduan; 

c. Tindak pidana dengan ancaman 

hukuman maksimal 5 (lima) tahun 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

penjara dalam salah satu dakwaan, 

termasuk tindak pidana jinayat 

menurut qanun; 

d. Tindak pidana dengan pelaku Anak 

yang diversinya tidak berhasil; 

e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa 

kejahatan. 

2. Hakim tidak berwenang menerapkan 

keadilan restoratif dalam hal: 

a. Korban atau terdakwa menolak 

untuk melakukan perdamaian; 

b. Terdapat relasi kuasa; 

c. Terdakwa mengulangi tindak pidana 

sejenis dalam kurun waktu tiga 

tahun sejak terdakwa. 

3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif 

berdasarkan PERMA terkait keadilan 

restoratif: 

a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 

2024. 



 

 

b. Pemulihan korban dipertimbangkan 

dalam putusan; 

c. Penjatuhan pidana percobaan atau 

penjatuhan pidana pengawasan dan 

pidana kerja sosial; 

h.  Persentase pekara 

yang berhasil 

diselesaikan melalui 

mediasi 

       Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan          

x 100% 

                           melalui mediasi  

      Jumlah perkara yang wajib dilakukan 

mediasi 

 

Catatan : 

1. Perkara yang berhasil diselesaikan 

mediasi meliputi: 

a. Perkara yang berhasil didamaikan 

seluruhnya dengan akta perdamaian 

atau pencabutan perkara;  

b. Perkara yang berhasil didamaikan 

sebagian. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

2. Kinerja mediasi dihitung atas 

keberhasilan mediasi yang dilaksanakan 

oleh mediator hakim ataupun non 

hakim. 

3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan 

mediasi tidak termasuk perkara yang 

tidak dapat dilaksanakan mediasi karena 

ketidakhadiran salah satu pihak. 

i.  Persentase perkara 

anak yang berhasil 

diselesaikan melalui 

diversi 

 Jumlah perkara anak yang berhasil 

diselesaikan        x 100% 

                       secara diversi 

Jumlah perkara anak yang telah selesai proses 

diversi 

 

Catatan : 

1. Jumlah perkara anak yang telah selesai 

proses musyawarah diversi adalah 

perkara anak yang telah memenuhi 

syarat untuk dilaksanakan diversi dan 

telah selesai proses musyawarah diversi  

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

2. Kriteria perkara anak yang memenuhi 

syarat diversi Adalah perkara anak yang 

diancam dengan pidana penjara 

dibawah 7 tahun dan bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana; 

3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu 

adanya penetapan diversi berhasil dari 

penetapan Ketua Pengadilan. 

4. Pembaginya jumlah perkara anak yang 

telah selesai proses diversi adalah telah 

mencapai 

musyawarah/berunding/berembuk. 

j. Persentase perkara 

perdata tingkat 

pertama yang 

menggunakan eCourt 

       Jumlah perkara perdata tingkat pertama          

x 100% 

          yang diajukan menggunakan e-Court 

       Jumlah perkara perdata tingkat pertama  

                         yang diajukan 

 

Catatan : 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 



 

 

1. Jumlah perkara perdata yang 

didaftarkan meliputi jumlah perkara 

perdata yang diajukan secara elektronik 

melalui e-Court dan perkara perdata 

yang diajukan secara konvensional. 

2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat 

pertama yang diajukan sama dengan 

didaftarkan 

 

 

 

Dasar Hukum : 

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentangPerubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik 

• Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 



 

 

tentang Petunjuk Teknis Administrasi 

dan Persidangan Perkara Perdata, 

Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara 

di Pengadilan Secara Elektronik 

k. Persentase perkara 

pidana yang 

dilimpahkan secara 

elektronik (eBerpadu) 

       Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan          

x 100% 

                       secara elektronik  

       Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 

 

Catatan : 

1. Untuk mengukur persentase jumlah 

perkara pidana yang dilimpahkan secara 

elektronik melalui e-Berpadu 

2. Pelimpahan perkara pidana meliputi 

jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik melalui e-Berpadu 

danperkara pidana yang dilimpahkan 

secara konvensional 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

l. Persentase layanan 

perkara pidana yang 

    Jumlah layanan perkara pidana yang 

diajukan       x 100% 

Panitera Laporan 

Bulanan 



 

 

diajukan secara 

elektronik (eBerpadu) 

                       secara elektronik  

            Jumlah layanan perkara pidana 

 

Catatan : 

1. Untuk mengukur persentase jumlah 

layanan perkara pidana yang diajukan 

secara elektronik melalui e-Berpadu 

selain pelimpahan perkara (misalnya, 

penyitaan, penggeledahan, 

perpanjangan penahanan, dll) 

2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi 

jumlah layanan perkara pidana masing-

masing layanan yang diajukan secara 

elektronik melalui e-Berpadu dan yang 

diajukan secara konvensional 

dan 

Laporan 

Tahunan 

2. Meningkatnya 

Tingkat 

Keyakinan 

dan 

2.1 Indeks kepuasan 

pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan 

standar layanan yang 

ditetapkan 

 

Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan 

 

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap standar 

Panitera dan 

Sekretaris 

Laporan 

Tahunan 

 

 

 



 

 

Kepercayaan 

Publik 

layanan pengadilan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Persyaratan; 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 

3. Waktu penyelesaian; 

4. Biaya/tarif 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi pelaksana; 

7. Perilaku pelaksana; 

8. Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan; 

9. Sarana dan prasarana. 

 

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai 

berikut: 

1. Kepuasan pengguna layanan pos 

bantuan hukum (posbakum); 

2. Kepuasan pengguna layanan sidang di 

luar gedung pengadilan; 

3. Kepuasan pengguna layanan 

pembebasan biaya perkara (prodeo); 

 



 

 

4. Kepuasan para pihak dalam perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum; 

5. Kepuasan para pihak dalam perkara 

penyandang disabilitas berhadapan 

dengan hukum. 

 

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 

diantaranya: 

1. Pelayanan administrasi persidangan; 

2. Pelayanan bantuan hukum; 

3. Pelayanan pengaduan; 

4. Pelayanan permohonan informasi. 

Tujuan 3 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

3. Terwujudnya 

Manajemen 

Peradilan 

yang 

Transparan 

dan 

Profesional 

3.1  Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan 

Catatan : 

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) terdiri dari: 

1. Kompetensi (40%) 

2. Kinerja (30%) 

3. Kualifikasi (25%) 

4. Disiplin (5%) 

Sekretaris Laporan 

Tahunan 

 



 

 

 3.2  Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

Catatan : 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 

a. Revisi DIPA (10%) 

b. Penyerapan Anggaran (20%) 

c. Penyelesaian Tagihan (10%) 

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan 

nilai IKPA) 

e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 

f. Belanja Kontraktual (10%) 

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 

h. Capaian Output (25%) 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan. 

 

Dasar Hukum : 

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang 

Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian 

Negara/Lembaga 

Sekretaris Laporan 

Bulanan, 

Semester, 

Triwulan, 

dan 

Tahunan 

 



 

 

3.3 Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran 

Catatan : 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 

a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri 

dari: 

− Capaian Indikator Sasaran Strategis 

K/L (25%) 

− Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I 

(25%) 

− Agregasi Capaian RO Satker (30%) 

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai 

efisiensi satker 

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan. 

Sekretaris Laporan 

Bulanan, 

Semester, 

Triwulan, 

dan 

Tahunan 

 

3.4 Nilai Indikator 

Pengelolan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

Catatan : 

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator 

kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola 

barang milik negara 

 

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan 

 

Sekretaris Laporan 

Tahunan 

Aplikasi E-

Sadewa, 

SIMAN, 

MonSAKTI, 

dan 



 

 

Dasar Hukum : 

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

112/KM.6/2024 tentang Kinerja 

Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 

2024 

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah 

Laporan 

Realisasi 

Anggaran 



 

 

 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 

 

 Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan 

di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu : 

 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 

 

 Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret 

sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang    

terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan dalam 

rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 

2035  telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan 

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan 

 

 Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, 

menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu : 

1.Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan. 

2.Kebijakan-kebijakan pengadilan. 

3.Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan. 

4.penyelenggaraan persidangan, 

5.Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. 

6.Pelayanan pengadilan yang terjangkau. 

7.Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. 



 

 

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan 

strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam 

beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) 

Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) 

Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) 

Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang 

diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah 

Agung.  

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN  NEGERI         
BEKASI. 
 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, 

Pengadilan Negeri  Bekasi menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi  sebagai 

berikut :  

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ; 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik ;  

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional; 

 

 Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah 

Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bekasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu  : 

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.   

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel. 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis  Terwujudnya proses 

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui : 

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 



 

 

b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat 

banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 

kepada para pihak 

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, 

kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 

e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 

f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 

g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 

keadilan restoratif 

h. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 

i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 

j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt 

k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) 

l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 

(eBerpadu) 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis  Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui : 

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar 

layanan yang ditetapkan 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis  Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui : 

a. indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan 

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

d. Nilai Indikator Pengelolan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 

 



 

 

 

3.3. KERANGKA REGULASI 

 Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan 

Negeri  Bekasi selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya 

tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung 

susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang 

dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. 

 

 
NO 

 
JENIS REGULASI NAMA REGULASI 

1. Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 1-
144/KMA/SK/I/2011 Tentang 
Pedoman Pelayanan Informasi Di 
Pengadilan 

2 Surat Keputusan KMA Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung Nomor 026 
Tahun 2012 Tentang Standar 
Pelayanan Publik 

3 Surat Edaran Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Penyelesaian Perkara Di 
Pengadilan Tingkat Pertama Dan 
Tingkat Banding Pada 4 (Empat) 
Lingkungan Peradilan 

4. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pemberian 
Layanan Hukum Bagi Masyarakat 
Tidak Mampu Di Pengadilan 

5 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 7 Tahun 2015 
Tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Kepaniteraan Dan 
Kesekretariatan Peradilan 

6 Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 1 Tahun 2016 
Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan  

7. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 7 Tahun 2016 Tentang 
Penegakan Disiplin Kerja Hakim 
Pada Mahkamah Agungdan 



 

 

Badan Peradilan Yang Berada 
Dibawahnya 

8. Peraturan Mahkamah Agung PERMA No 8 Tahun 2016 
Tentang Pengawasan Dan 
Pembinaan Atasan Langsung Di 
Lingkungan Mahkmah Agung 
Dan Badan Peradilan Di 
Bawahnya 

9. Peraturan Mahkamah Agung Perma No 8 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Penanganan 
Pengaduan ( Whistleblowing 
System) Di Lingkungan 
Mahkmah Agung Dan Badan 
Peradilan Di Bawahnya 

10. MAKLUMAT Maklumat Nomor 1 
/Maklumat/Kma/Ix/2017 
Tentang Pengawasan Dan 
Pembinaan Hakim, Aparatur 
Mahkamah Agung Dan Badan 
Peradilan Dibawahnya 
 

11 Surat Sekretaris Mahkamah 

Agung 

Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung No.933/ SEK /OT.01.3 
/10/2017 Perihal Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Pengadilan 
Tingkat Banding Dan Pengadilan 
Tingkat Pertama 

 

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat 

struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri  Bekasi dalam 

rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bekasi disusun berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka 

struktur organisasi Pengadilan Negeri  Bekasi adalah sebagai berikut : 



 

 

 
  

 

 

   -----------       Garis Koordinasi 

                         Garis Tanggungjawab 

   STRUKTUR ORGANISASI 

KEPANITERAAN  

PERDATA 

KEPANITERAAN  

PIDANA 

KEPANITERAAN  

HUKUM 

SUBBAG 

TU & KEU 

SUBBAG 

PTIP 

SUBBAG 

KEPEGAWAIAN 

& ORTALA 

KETUA 

WAKIL 

KETUA 

MAJELIS 

HAKIM 

PANITERA 

KEPALA BAGIAN 

UMUM 

SEKRETARIS 

KELOMPOK  

FUNGSIONAL 

KESEKRETARIATAN 

KELOMPOK  

FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN 



 

 

 

 

BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

 

 

 Pengadilan Negeri Bekasi merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Pengadilan 

Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara 

yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan 

Negeri  Bekasi telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut 

terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut: 

  Target kinerja pengadilan dapat berupa persentase perkara yang diselesaikan, 

persentase putusan yang disampaikan tepat waktu, dan persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum. Contoh target kinerja pengadilan Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sebesar 99% Persentase salinan 

putusan yang disampaikan tepat waktu sebesar 100% Persentase perkara yang 

diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 100% Persentase putusan yang 

dieksekusi sebesar 100% Penyelesaian perkara pidana dan perdata Register dan 

pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu Pengiriman berkas perkara 

banding dan kasasi tepat waktu Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan 

putusan perkara Penyusunan target kinerja Target kinerja pengadilan disusun dengan 

menetapkan sasaran kinerja yang spesifik dan terencana. Target kinerja ini harus 

terukur sehingga dapat tercapai secara maksimal. Perjanjian Kinerja merupakan 

landasan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

efektif dan akuntabel. 

 

 

4.1. TARGET KINERJA 

 



 

 

Tabel :  2 

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi 

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA 

Matriks Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025-2029 
 

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bekasi Yang Agung 
 

Misi  : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bekasi 

  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bekasi 

  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bekasi. 
 

NO 
TUJUAN SASARAN TARGET 

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Mewujudkan Badan 
Peradilan yang Mandiri 
dalam Pelayanan dan 
Penegakan Hukum 
yang Berkepastian, 
Setara dan 
Berkeadilan 

Persentase para 
pihak yang 
percaya terhadap 
sistem peradilan 

Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif 
transparan, 
akuntabel, 
reponsif dan 
modern 

a. Persentase penyelesaian perkara 
secara tepat waktu 

 
- Perdata 
- Pidana 

 
 
 
 
   76% 
   80% 

 
 
 
 
   79% 

80% 

 
 
 
 
   80% 

85% 

 
 
 
 
   80% 

87% 

 
 
 
 
  80% 
  90% 

    b. Persentase penyediaan/pengiriman 
salinan putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat pertama kepada 
para pihak 
 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

    c. Persentase pengiriman 
pemberitahuan petikan/amar 
putusan Tingkat banding, kasasi 
dan PK secara tepat waktu oleh 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

    

    



 

 

    pengadilan pengaju kepada para 
pihak. 
 

    d.Persentase pengiriman salinan 
putusan perkara pidana tingkat 
banding, kasasi dan PK tepat waktu 
oleh pengadilan pengaju kepada para 
pihak 

 
-  

 
 

95% 
 

 
 

95% 
 

 
 

95% 
 

 
 

95% 
 

 
 

95% 
 

  e. Persentase putusan pengadilan yang 
diunggah pada direktori putusan 95% 95% 95% 95% 95% 

f.  Persentase penyelesaian 
permohonan eksekusi putusan 
perdata 

25% 25% 26% 26% 27% 

g.  Persentase perkara yang berhasil 
diselesaikan melalui pendekatan 
keadilan restoratif 

84% 84% 85% 85% 88% 

h. Persentase pekara yang berhasil 
diselesaikan melalui mediasi 4% 4% 4.5% 5% 6% 

i. Persentase perkara anak yang 
berhasil diselesaikan melalui 
diversi 

40% 40% 45% 45% 50% 

j. Persentase perkara perdata tingkat 
pertama yang menggunakan 
eCourt 

95% 95% 95% 95% 95% 

k. Persentase perkara pidana yang 
dilimpahkan secara elektronik 
(eBerpadu) 

95% 95% 95% 95% 95% 



 

 

l. Persentase layanan perkara 
pidana yang diajukan secara 
elektronik (eBerpadu) 

95% 95% 95% 95% 95% 

2. 

Meningkatnya 
Tingkat Keyakinan 
dan Kepercayaan 
Publik 

 

Meningkatnya 
Tingkat 
Keyakinan 
dan 
Kepercayaan 
Publik 

a. Indeks kepuasan pengguna 
layanan pengadilan berdasarkan 
standar layanan yang ditetapkan 

3,78 3,80 3,82 3,84 3,85 

3. 

Terwujudnya 
peningkatan akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin 
dan terpinggirkan 

Persentase 
Perkara yang 
diselesaikan 
melalui 
pembebasan 
biaya / prodeo 

Mewujudkan 
Manajemen 
Peradilan 
yang 
Transparan 
dan 
Profesional 

a. Indeks Profesionalitas Aparatur 
Sipil Negara (IP ASN) Satuan 
Kerja Pengadilan 

71 71 71 71 71 

b. Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 
Satuan Kerja Pengadilan 

93 93 93 93 93 

c. Nilai Kinerja Perencanaan 
Anggaran 75 75 75 75 75 

d. Nilai Indikator Pengelolan Aset 
(IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 

 

 

 

 



 

 

6.2. KERANGKA PENDANAAN 

 

Keberhasilan  Pengadilan Negeri Bekasi dalam pencapaian target  yang ditetapkan 

telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan 

indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan 

biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang 

telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya 

sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan 

Negeri  Bekasi, untuk periode Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp. 

24,918,172,000 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas 

Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu),-menjadi sebagai berikut, yaitu: 

Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2026 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 

005.01.097610 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut : 

 

3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. 

Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp 
21,101,794,000- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan 
Puluh Empat Ribu Rupiah) . 

 
 
4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

 
Nomor DIPA 005.03.099079 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat 
Pagu Sebesar Rp 365,890,000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan 
Ratus Sembilan Puluh Ribu). 
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RKA KL (03)  

 



 

 

 

 

 



 

 

 
BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 disusun dengan 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue 

Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap Tahun 2025-2029 

dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan 

hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis 

ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang 

berkembang di Indonesia. 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri  Bekasi  Tahun 2025 – 2029  pada tahun 

2025 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang 

bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta 

permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan 

strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin 

dihasilkan dan out come yang diharapkan.  

Rencana stretegis Pengadilan Negeri  Bekasi harus terus disempurnakan dari 

waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari 

kemungkinan perubahan. Melalui  renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana 

pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap 

kegiatan yang dikelola.  

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan 

Negeri  Bekasi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian 

arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi 

dan misi Pengadilan Negeri  Bekasi dapat terwujud dengan baik.  



 

 



 

 

 










